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Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *

menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang,,
berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalali-,
dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasiofal
dan kemudian pemerintah nasional membentuk Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) UUD 1945 amanggsimen
kedua, mengatur Negara Kesatuan Republikindonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu £ 5agi atas kabupater(dan kota
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan Kota it *empunyai_:-'Je.)nérintahan
daerah, yang diatur dengan undas uidang. Sebagai tindak lanjut
pengaturan pemerintahan daerah/‘arsebuy, maka ditg;*:ltkan undang-
undang pemerintahan daerah, baik ya: Fhgatur pen2rintahan daerah
secara umum, maupun pemerinfingndaerah khusus dgi; iIstimewa sebagai
amanat dari Pasal 18A, dan Pasai 19)-’ Uy_l ) 1945.
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Dalam buku ini ada dt~ bgijian pembahasé~, yaitu Bagian Pertama
membahas Pemerintahan Dz ch Umum y;‘jﬁ;’diatur dalam.Undang-
Undang Nomor 23 T%.un), 014 oerserta pe] aturan perubahannya dan
Bagian Kedua membaii. ¥ secara garis csar mengenai Pemerintahan
Daerah Khusus dan Pemeriiiiahan Dag:~h Istimewa yang diatur dalam
peraturan tersendiri tentang kekhusus;n dan keistimewaannya masing-

masing. <

Buku Hukuam Pemerintahan('j:;‘erah ini ditulis untuk kepentingan para
mahasiswa f2kultas hukum, khy=usnya Fakultas Hukum Universitas Trisakti
dan Univessitas Tarumanegsa yang mengambil mata kuliah Hukum
Pemerintahan Daerah s€igai referensi serta bagi masyarakat pada
umunya, Diharapkan de':;\_qan adanya buku I:iukum Pemerintahan Daerah ini
dapat memberikan ma. cat terutan?a bagi aparatur pemerintahan baik di
pusat maupun di da}ef ai) dalam m.enjalankan tugasnya. Di samping ity juga
bagi masyarakat ‘dap>at memberikan manfaat bagaimana implementasi
pelaksanaan pefvirintahan daerah dijalankan, sehingga masyarakat
merasakan adivya kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemerintahan
didaerah. {' @
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